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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak 

kehutanan menjadi bentuk intimidasi kehidupan bagi kedua belah pihak.. 

Konflik itu berupa klaim masyarakat tani atas penggunaan lahan kerhutanan, 

masyarakat memiliki alasan hak berupa Hak yang di amanatkan oleh UUD 

1945 bahwa masyarakat mengandalkan penggunaan tanah tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu mereka menganggap bahwa tanah 

telah dimiliki secara turun-temurun. Aksi-aksi yang terjadi diantaranya 

masyarakat kerapkali menghadang aparat kehutanan yang sedang 

melaksanakan tugas. Status kepemilikan hak penggunaan lahan untuk kegiatan 

pertanian masih dianggap ilegal tentu hal tersebut menjadi salah satu faktor 

pemicu konflik antara masyarakat tani dengan pihak kehutanan setempat.  

Selain itu faktor sosial dan ekonomi yaitu, terlihat dari ketidak 

pedulian pihak pemerintah setempat terhadap masyarakat tani sekitar dari 

aspek sosial yang berimbas pada aspek ekonomi. Penyelesaian konflik antara 

masyarakat tani dengan kehutanan dilakukan melalui proses mediasi oleh 

pemerintah desa maupun daerah melalui forum-forum diskusi dan pertemuan 

yang melibatkan kedua belah pihak (petani dan kehutanan serta pihak lain 

yang memiliki kepentingan yang sama baik eksekutif, legislatif dan yudikatif).  
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5.2 Saran-Saran 

Adapun saran peneliti berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang 

dilakukan ialah: 

1. Seharusnya proses perubahan peruntukan lahan dilakukan lebih baik 

seperti apa yang di jelaskan oleh pihak kehutanan, sehingga masyarakat 

tani sebagai pengguna tanah merasa telah aman dan legal dari pemerintah. 

2. Selain itu adanya peralihan di peruntukkan penggunaan lahan tersebut 

harus jelas dan disosialisasikan kepada masyarakat dan seharusnya 

pembebasan lahan dilakukan secara transparan. 

3. Pihak kehutanan pro aktif berkoordinasi dan berkerja sama dengan 

pemerintah desa (Kepala Desa) dan masyarakat setempat seperti 

pembentukan Kelompok Tani agar masyarakat bisa tertib dan mengelola 

di Hutan Produksi Tetap maupun di Hutan Produksi Terbatas sehingga 

masyarakat merasa aman dan legal untuk mengelola hutan tersebut. 
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